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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NO. 185 TAHUN 1965. 
 

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

Membatja : Surat Menteri Kehakiman tertanggal 19 Djuni 1965 
No.J.P.18/66/24; 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sub III, No.1 dari 

Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 
1964 No.282 tahun 1964 tentang menggaja-barukan 
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, perlu diangkat 
seorang Kepala Lembaga Pembinaan Hukum Nasional; 

b. bahwa orang jang diusulkan oleh Menteri Kehakiman itu 
memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala 
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional; 

  
Mengingat : Keputusan Presiden No.282 tahun 1964; 
 

M E M U T U S K A N : 
          Menetapkan   : 
 
PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden No.290/M tahun 1961 dan 

memberhentikan dengan hormat : 
 

SOESANTO TIRTOPRODJO S.H. 
 

   sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan 
utjapan terima kasih atas djasa-djasanja; 

 
KEDUA  : Mengangkat : 
 

Dr.SOEPRAPTO S.H. 
 

   sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan 
kedudukan jang disamakan dengan pegawai negeri golongan F 
VII PGPN-1961. 

 
KETIGA : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada 

hari ditetapkannja.- 
 
SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada : 

1. Para Wakil Perdana Menteri, 
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen, 
3. Para Menteri/Anggota Kabinet; 
4. Menteri/Sekretaris Negara, 
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora, 
6. Pimpinan M.P.R.S., 
7. Pimpinan D.P.R.-G.R., 
8. Para Wakil Ketua D.P.A., 

 
 

9. Semua . . . . 
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9. Semua Kompartimen/Departemen/Sekretariat Menteri dan 

BAPPENAS, 
10. Mahkamah Agung, 
11. Kedjaksaan Agung, 
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor, 
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 
14. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 
15. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di 

Bandung. 
 
PETIKAN  Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan 

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.- 
 
 
 
                                                                 Ditetapkan di Djakarta  
           pada tanggal 23 Djuni 1965. 
                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
         
                 SUKARNO. 
 

 
 


